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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat pada
satu dengan yang lainnya supaya mereka saling menolong satu dengan yang
lainnya dalam segala urusan. Salah satunya adalah sistem kerjasama antara
orang yang memiliki modal dengan orang yang memiliki tenaga. Maka Islam
memberikan aturan-aturan yang baik dan tepat sekali dalam menjawab
permasalahan akad sistem kerjasama tersebut, sehingga praktik muamalah ini
dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk lebih jelasnya
maka penulis akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan akad sistem
kerjasama.

Aktifitas perekonomian merupakan bagian terpenting dalam
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam juga tidak menghendaki umatnya
hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan perekonomian. Aktifitas
perekonomian dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup
seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta
kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Berdasarkan pemaparan di atas,
dapat di tegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang

berbunyi:!
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Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah 2)

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain
mensyari’atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara
hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar
dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain.
Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur
hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara
memperoleh dan mengembangkan harta benda.?

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan manusia
khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila
muamalah dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan
ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi
kebutuhannya masing-masing khususnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, kerjasama dikenal dengan istilah shirkah. Secara bahasa,
shirkah mempunyai arti al-ikhtilat yang berarti percampuran,® dalam bahasa
Arab istilah kerjasama dapat dikatakan al-shirkah dan al-sharikah dan

merupkan deviasi dari kata sharika sebagaimana dikatakan oleh Muhammad

bin Makrum.* Sedangkan secara istilah shirkah atau kerjasama adalah

2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3
3 Taqiyuddin Abi Bakr, Kifaya Al-Akhyar, (Indonesia : Dar Thya' Al-Kutub Al-Arabiyah), Juz. I,

280

4 Ibn Manzur, Lisan Al-Arab, (Al-Maktabah Al-Syamela), Juz. 10. 448



tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak
terbedakan hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain.

Lebih lanjut, dalam kajian hukum Islam terdapat beberapa konsep
kerjasama dalam muamalah, seperti, girad, mudarabah, muzara'ah, dan
mukhabarah. Seluruh konsep kerjasama dalam muamalah tersebut di atur
secara rinci dan teratur oleh Islam, mulai dari orang-orang yang bekerjasama
sampai pada modal dan pekerjaannya.

Akad mudarabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik
modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam figh Islam
disebut dengan mudarabah sedangkan ulama figih hijaz menyebutnya dengan
girad® Secara terminologi, para ulama figih mendefinnisikan mudarabah
atau girad.

Menurut para fugaha, mudarabah ialah akad antara kedua pihak
(orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya
kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan
dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang
telah ditentukann. Akad mudarabah merupakan bentuk muamalah yang
dihalalkan dalam Islam selama tidak terdapat unsur-unsur haram atau yang
dapat membatalkan transaksi jual beli seperti riba yang dapat merugikan

salah satu pihak. Dalam ka’idah figh disebutkan:®
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5 Nasrun Haroen, Figih Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),175
6 Jalal Al-Din Al-Suyuti, A/-Asbah wa Al-Nazair, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), 131.



Artinya: “Pada dasarnya setiap sesuatu diperbolehkan, sehingga ada dalil
yang menunjukkan atas keharamaannya’.

Akad kerjasama yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan biasanya ketika musim hujan dan musim kemarau
masyarakat desa melakukan pertanian antara lain pertanian padi dan
tembakau dimana pada musim hujan masyarakat desa melakukan panen padi
sedangkan pada musim kemarau panen tembakau. Sebagian masyarakat Desa
Ragang biasanya ketika musim hujan atau musim kemarau banyak yang
membutuhkan sawah untuk bercocok tanam dan biasanya menggunkan
sistem kerjasama tanah ‘“caron” kepada aparatur desa antara lain kepada
kepala desa, kepala dusun dimana masyarakat yang mendapatkan tanah hanya
aparatur desa. Dalam praktiknya yang terjadi di Desa Ragang perjanjian
tersebut dinamakan kerjasama tetapi dalam teori agama Islam bisa
dinamakan kerjasama jika pengelolaan tersebut ketika untung dibagi menjadi
2, tetapi pada dasarkan praktik tersebut terdapat perjanjian antara kerjasama
yaitu ketika panen maka hasilnya dibagi menjadi 2 ketika awal perjanjian
merupakan akad sewa dimana dalam praktiknya kepala dusun harus
mendapatkan uang dari sewa tersebut.’

Setiap masa jabatan kepala desa mendapatkan tanah dari pemerintah
untuk di kelola dan kepala desa membagikan tanah tersebut kepada kepala
dusun yaitu 7 kepala dusun dengan ukuran tanah 500 Meter per dusun selama
5 tahun masa jabatan. Ketika tanah itu sudah dibagikan mayoritas dari kepala

dusun melakukan kerjasama dengan petani dengan perjanjian akad tanah

7 Syamsuri, Petani, Wawancara, Pamekasan, Pada tanggal 25 september 2015



caton tersebut boleh dikerjakan petani dengan syarat harus memberikan uang
di muka Rp 5.000.000,00 Rp 7.000.000,00 sampai Rp 10.000.0000,00 dengan
ketentuan sebelum tanah tersebut digarap maka dari petani wajib
memberikan uang di muka dengan jangka waktu 2 tahun (selama masa
jabatan). Selain itu ketika sudah masa panen maka yang menggarap tanah
harus memberikan keuntungan yaitu berupa hasil panen 10 % baik petani
untung maupun rugi dimana ketika menjual hasil panen tersebut harus ada
bukti pembayaran dari pembeli tersebut. Ketika masa jabatan 5 tahun
biasanya kepala dusun yang melakukan kerjasama yaitu 4 tahun dan yang 1
tahun biasanya di garap sendiri.®

Dalam praktik tersebut biasanya masyarakat desa ada yang untung
dan ada yang rugi dimana dalam kerjasama tersebut biasanya yang sering
adalah panen padi dan yang sering rugi adalah panen tembakau. Untung
ruginya pertanian tersebut kepala dusun tidak mau menanggung yang penting
dalam setiap panen masyarakat yang menyewa tersebut harus memberikan
keuntungan dari persewaan tersebut yaitu 10 % dari hasil panen.

Ketentuan membayar Rp 5.000.000,00 dengan syarat tanah yang
dikelola tidak subur atau jauh dari sungai, ketentuan membayar Rp
7.000.000,00 sampai Rp 8.000.000,00 dengan syarat tanah yang di garap
terkadang subur atau tidak begitu susah mencari air, sedangkan ketentuan

membayar Rp 9.000.000,00 sampai Rp 10.000.000,00 tanah yang digarap

8 Syamsuri, Sekertaris Desa, Wawancara, Pamekasan, Pada tanggal 22 september 2015



adalah tanah subur yaitu dekat dengan air baik itu sungai maupun sumur

umum.’

Ketika terjadi kerugian bagi petani kepala dusun tidak mau tau karna
sesuai perjanjian tanah tersebut dikelola oleh petani tanpa menanggung
kerugian. Praktik tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama yang hanya
boleh di pakai yaitu dalam waktu 2 tahun tidak lebih dan harus digantikan
kepada petani berikutnya. Sedangkan vang yang dibayarakn tersebut tidak
masuk ke dalam kas desa tetapi langsung masuk secara pribadi kepada
aparatur desa yang mendapatkan tanah “caron’’'°

Praktik tersebut tentang kerjasama pengelolaan tanah milik
pemerintah merupakan sebuah praktik yang sangat umum di kalangan
masyarakat tanpa mempertimbangkan kerugian yang diakibatkan dari kedua
belah pihak. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan tersebut
antara lain:!!

1. Dalam pengetahuan umum dan pengetahuan agama masyarakat desa
minim dengan ilmu pengetahuan dan masih kental dengan tradisi adat dan
tidak ada yang bisa mengubahnya sedikit pun sehingga dalam praktik
tersebut dalam penjual tembakau sudah terbiasa petani menjual kepada
tengkulak tembakau tersebut.

2. Desa Ragang merupakan sebuah desa yang jauh dari keramaian kota atau

desa yang sangat terpencil antara desa dengan jalan raya ditempuh selama

9 M. Muyar, Kepala Desa, Wawancara, Pamekasan, Pada tanggal 25 september 2015
10°Salim, Petani, Wawancara, Pamekasan, Pada tanggal 25 september 2015
' Hayana, Petani, Wawancara, Pamekasan, Pada tanggal 15 September 2015



satu jam sehingga dalam penjualan tembakau tersebut sudah tidak ada
alasan lagi untuk menjualnya kepada tengkulak karena jauh dari
keramaian kota.

3. Pekerjaan masyarakat atau mata pencahariannya adalah petani dan buruh
tani dimana dalam musim hujan dan kemarau biasanya petani hanya
menanam padi dan tembakau saja, padi pada musim hujan sedangkan
tembakau pada musim kemarau.

4. Kepercayaan masyarakat petani sangat kental kepada kekeluargaan
sehingga untuk menjual hasilnya kepada tengkulak merasa sangat percaya
meskipun merasa dirugikan.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin
mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan jelas agar dapat diketahui
kejelasan tata cara dan praktik kerjasama tersebut dengan judul: “Analisis
Hukum Islam Terhadap Akad Pengelolaan Tanah “Cafon” (Tanah
Pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”. Yang

tidak sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalaui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas,
terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti
identifikasi, yaitu:
1. Hukum akad pengelolaan tanah “caron”di Desa Ragang Kecamatan Waru

Kabupaten Pamekasan.
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Praktik akad pengelolaan tanah “caron”di Desa Ragang Kecamatan Waru

Kabupaten Pamekasan.

. Mekanisme akad pengelolaan tanah “caton”di Desa Ragang Kecamatan

Waru Kabupaten Pamekasan.
ljab gabul yang digunakan pemberi modal dan pengelola di Desa Ragang

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

. Petani cenderung dirugikan dalam transaksi tersebut.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik tersebut serta tidak ada
kejelasan dalam transaksi tersebut.

Analisis hukum Islam terhadap Praktik akad pengelolaan tanah “caton”
(tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten
Pamekasan.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian

ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1.

2.

Praktik akad pengelolaan tanah ‘“cafon” (tanah pemerintah) di Desa
Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Analisis hukum Islam terhadap Praktik akad pengelolaan tanah ‘“caton”
(tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten

Pamekasan.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah dalam
penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana praktik akad pengelolaan tanah “caton”(tanah pemerintah) di
Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Praktik akad pengelolaan tanah
“caton” (tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten

Pamekasan?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian
ini ialah sebagaimana berikut:
1. Untuk memahami praktik akad pengelolaan tanah ‘“caton” (tanah
pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap praktik akad pengelolaan
tanah “caton” (tanah pemerintah) di Desa Ragang Kecamatan Waru

Kabupaten Pamekasan.

E. Kajian Pustaka
Dari hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti hanya
menemukan satu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti

lakukan, sebagai berikut:
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Penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah
Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.”
Hasil dari penelitian tersebut, ialah bahwa dalam melaksanakan perjanjian
bagi hasil tanah pertanian, masyarakat masih banyak menggunakan hukum
adat, dan bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan
Komering dikenal dengan istilah paroan, yang berarti bagi hasil tersebut
dibagi separuh-separuh atau 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk
penggarap. Adapun objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak hanya
tanaman bahan makanan dan penggarap saja, tetapi dapat pula mencakup
bahan makanan keras. Sedangkan penyelesaian yang terjadi di Kabupaten
Ogan Komering Ilir, biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari kepala
desa.!?

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peniliti
lakukan mempunyai aspek kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang
kerjasama dan bagi hasil. Adapun perbedaannya, bahwa penelitian tersebut
di atas lebih menekankan pada aspek bagi hasil antara pemilik dan penggarap
dalam bagi hasil tanah pertanian. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti
lakukan, kajiannya lebih menekankan pada aspek praktik kerjasama pertanian

pengelolaan tanah “caton” di mana dalam akad terdapat pemberian uang dan

12 Mufidatul Rosyidah, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan
Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan” Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas IAIN Sunan
Ampel Surabaya.
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bagi hasil ketika masa panen dalam hal ini yang banyak dirugikan adalah

pengelola karena pemilik modal tidak mau tau untung dan rugi pengelola.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang peneliti
kedepankan dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagaimana berikut:
1. Teoritis
a. Menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam bermuamalah,
khususnya dalam praktik pengelolaan tanah “caton’dalam perspektif
hukum Islam.
b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum
Islam dalam bidang Muamalah.
c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti
selanjutnya, khususnya peneliti mengenai praktik pengelolaan tanah
“caton” dalam perspektif hukum Islam.
2. Praktis
a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya
kepada pemilik tanah dan pengelola dalam perspektif hukum Islam.
b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam
melakukan transaksi praktik pengelolaan tanah ‘caron’, khususnya

bagi masyarakat yang melakukan transaksi tersebut.
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G. Definisi Oprasional

Agar tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan intepretasi dalam

memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis

Hukum Islam Terhadap Akad Pengelolaan Tanah “Caton” (Tanah

Pemerintah) Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan” maka

penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini,

yaitu:

1.

Hukum Islam adalah: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan
sunnah RasulNya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan
mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum, konteks ini berupa
hukum Islam berupa Al-Quran, Hadis, KHI dan Figh.'* Orang terbebani
hukum adalah masyarakat yang melakukan praktik yang digunakan
adalah kerjasama di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten
Pamekasan sedangkan akad yang digunakan adalah sewa dengan transaksi
pengelolaan tanah pemerintah.

Akad Pengelolaan Tanah “Caton” (Tanah Pemerintah): sebuah praktik
dimana praktik yang digunakan adalah kerjasama di Desa Ragang
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sedangkan akad yang digunakan
adalah sewa dengan transaksi pengelolaan tanah pemerintah yang
diberikan ke aparatur desa kemudian dari aparatur desa dikelola oleh
masyarakat dengan perjanjian harus memberikan uang sebesar Rp

5.000.000 sampai Rp 10.000.000 dalam jangka waktu 2 tahun. Sedangkan

13 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Pengantar Studi Islam, (Surabaya: IAIN Supel
2007), 23.
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ketika masa panen maka pengelola harus memberikan keutungan yaitu 10

% dari hasil panen tersebut.

H. Metode Penelitian
Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan
metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data
angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif,
dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.!'*
1. Data Yang Dikumpulkan
Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini,
maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:
a. Primer
1) Prosedur akad pengelolaan tanah pemerintah di Desa Ragang
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2) Praktik akad pengelolaan tanah pemerintah di Desa Ragang
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
b. Sekunder
1) Dampak positif dan negatif yang terjadi dalam akad pengelolaan
tanah pemerintah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten

Pamekasan.

4 Sugiyino, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatit dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.
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2) [ljab dan gabul, serta akadyang digunakan dalam akad pengelolaan
tanah pemerintah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten
Pamekasan.

2. Sumber Data
Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta
terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka
sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:
a. Sumber Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:!

1) Pemilik Modal Desa Ragang: yaitu aparatur desa yang diberikan
tanah oleh pemerintah melalui kepala desa dan kemudian
dialokasikan kepada kepala dusun dan dikelola oleh masyarakat
desa dengan membayar uang panjar yang telah ditentukan dari
awal di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

2) Pengelola: yaitu orang yang mengelola tanah “caton” dengan
membayar uang panjar kepada kepala dusun dalam masa 2 tahun
yang ada di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten
Pamekasan.

3) Kepala Desa: Adalah aparat desa dimana dalam menjalankan

administrasi pemerintahan desa dengan membagikan tanah

15 Ibid., 10.
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“caton”’kepada 7 kepala dusun yaitu per kepala mendapatkan 500
meter tanah.

4) Tokoh Masyarakat: masyarakat desa yang memiliki public figure
yaitu seperti para kiai, orang kaya, serta ustad yang ada di Desa
Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai
pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur
yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini
seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder
yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana
berikut:

1) Majma’ al-Malk Fahd, A/-Qur’an dan Terjahmanya dengan
Bahasa Indonesia, (al-Madinah al-Munawwarah: Majma’ Malk
Fahd, 1418 H),

2) Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Figh ‘Ala Al-Mazahib Al-
‘Arba’ah, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz. 11, 2003.

3) Ahmad Munif Suratmaputra, Filsatat Hukum Islam Al-Ghazali,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

4) Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008)

5) Depatemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus:

Mubarokatan Toyyibah)
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6) Jalal Al-Din Al-Suyuti, A/-Asbah wa Al-Nazair, (Beirut: Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyah, 2005)
7) Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, (Indonesia: Dar Thya’ Al-
Kutub Al-‘Arabiyah)
8) Moh. Rifa’i, Ushul Figh, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1973)
3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh
peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data
peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:
a. Observasi
Observasi yaitu merupakan proses yang kompleks, suatu
proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.!®
Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik
pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung praktik
atau proses akad pengelolaan tanah ‘caton” di Desa Ragang
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
b. [Interview
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.!’

Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data,

yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik atau proses akad

16 Ibid., 145.
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneclitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Riencka
Cipta, 2006), 155.
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pengelolaan tanh ‘“catron” di Desa Ragang Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan.

Disamping itu, teknik wawancara digunakan peneliti untuk
menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang parktik dan
terjadinya proses akad pengelolaan tanh “caton” di Desa Ragang
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata
dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan
metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis
seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat,
catatan harian, dan sebagainya.’® Adapun dokumentasi dalam
penelitian ini yaitu berupa akad atau proses pengelolaan tanah “caton”
di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

4. Teknik Analisa Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya
dapat diinformasikan ke orang lain.!
Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara

keseluruahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode

13 Ibid., 125.
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneclitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Riencka
Cipta, 2006), 156.
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deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data
yang diperoleh dilapangan mengenai akad pengelolaan tanh “caton” di
Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Lebih lanjut,
digunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang besifat
khusus mengenai praktik atau proses akad pengelolaan tanh “caron” di
Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Kemudian
dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum

Islam.

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan
memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan
kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan
dalam penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

Bab Pertama. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri
dari beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi
oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Bab kedua berisi tentang landasan teori, pada bab ini
peneliti berbicara tentang akad jjarah dan mudarabah. Dalam bab ini, secara
rinci peneliti akan membicarakan tentang pengertian jjarah dan mudarabah,
macam-macam jjarah dan mudarabah, serta hal-hal yang berkaitan dengan

jjarah dan mudarabah.
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Bab Ketiga. Pada bab ketiga, peneliti memaparkan tentang hasil
penelitian, yang terdiri dari: A. Gambaran Umum Desa Ragang yang terdiri
dari: 1. Letak georgrafis 2. Struktur 3. Visi Misi Desa Ragang B. Praktik
akad pengelolaan tanah “caron”di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten
pamekasan yang terdiri dari: 1. Latar belakang terjadinya praktik akad
pengelolaan tanah “caton”2. Proses praktik akad pengelolaan tanah “caton”
dengan system kerjasama 3. Akad yang digunakan dalam Praktik akad
pengelolaan tanah “caton” 4. Sistem kerjasama dalam praktik akad
pengelolaan tanah “caton’.

Bab Keempat. Pada bab keempat akan disajikan tentang hasil analisa
menganai praktik akad pengelolaan tanah “caron”dengan sistem kerjasama di
Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menurut hukum Islam.

Bab Kelima. Bab kelima merupakan penutup, berisi tentang

kesimpulan dan saran.



